
BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Bank merupakan suatu badan usaha di bidang keuangan yang 

bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Untuk mewujudkan 

tujuannya tersebut, bank melakukan berbagai kegiatan dalam bidang 

keuangan salah satunya adalah pemberian fasilitas kredit. Selain sebagai 

sumber pendapatan bank, kredit juga berfungsi untuk membantu masyarakat 

untuk membiayai entah proyek, modal kerja, ataupun barang konsumtif. 

Dalam perjanjian kredit, tiap pihak yaitu bank dan nasabah memiliki 

hak dan kewajibannya masing-masing. Kredit akan bermasalah jika nasabah 

tidak bisa membayar kewajibannya tepat waktu. Jika terdapat banyak kredit 

macet maka hal tersebut akan menghambat kinerja bank bahkan sampai 

bangkrut. Bank yang bermasalah tersebut memiliki dampak yang besar juga 

terhadap keuangan negara seperti jatuhnya mata uang negara seperti krisis 

moneter yang terjadi di Negara Indonesia pada tanggal 1998. 

Agar dapat menjalankan prinsip kehati-hatian dalam perkreditan 

dengan baik, setiap bank di Indonesia diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia 

sesuai dengan pasal 8 huruf c Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang 

Bank Indonesia. Setiap bank di Indonesia wajib menjalankan usahanya sesuai 

dengan prinsip kehati-hatian yang telah di tetapkan oleh Bank Indonesia 
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sesuai dengan pasal 29 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang 

Perbankan. 

Prinsip kehati-hatian bank tidak hanya berdasarkan analisis nasabah 

dengan cara 5C dan 4P, tetapi juga sebagaimana bank patuh terhadap KPB 

sesuai dengan diatur dalam SK Direktur Bank Indonesia nomor 

27/162/KEP,/DIR., 31 Maret 1995 tentang PPKPB. Selain menjalankan KPB 

dengan benar, bank juga harus mencantumkan pejabat-pejabat yang terlibat 

dalam proses perkreditan dimana pejabat tersebut harus memiliki integritas, 

kemampuan, dan tanggung jawab yang tinggi. 

Pemberian fasilitas kredit kepada nasabah selalu memiliki risiko yang 

kadang tidak bisa diprediksikan. Ketika terjadi kredit macet, diatur beberapa 

kebijakan dalam penyelamatan kredit macet sesuai dengan Surat Edaran Bank 

Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 yaitu Rescheduling, 

Reconditioning, dan Restructuring. Selain dengan cara diatas, bank juga dapat 

melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi kredit 

bermasalah sesuai dalam pasal 7 huruf c Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 

tentang Perbankan. 

Penanganan kredit bermasalah dapat dilakukan melalui beberapa 

institusi yaitu BUPLN dan proses litigasi di pengadilan. Penyelesaian melalui 

proses litigasi yaitu dengan cara eksekusi jaminan yang telah diperjanjikan 

sebelumnya di perjanjian kredit. Tetapi kadangkala proses litigasi ini 

memakan waktu yang lama sehingga membutuhkan bantuan dari Lembaga 
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Paksa Badan sesuai yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 

Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan. 

Tetapi jika kredit bermasalah disebabkan oleh pejabat yang terlibat 

dalam kegiatan perkreditan tidak menjalankan prinsip kehati-hatian, terdapat 

sanksi yang telah diatur dalam pasal 46 – 52 Undang-undang No. 10 Tahun 

1998 tentang Perbankan. 

B. Saran 

1. Bank harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang diberlakukan oleh Bank 

Indonesia sesuai dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang 

Perbankan dengan tujuan agar Bank dapat tetap sehat dalam menjalankan 

kegiatan-kegiatan usahanya. 

2. Setiap Bank harus membuat KPB sesuai dengan PPKPB yang berlaku agar 

dapat mempertahankan kelancaran kegiatan perkreditan di Indonesia. 

3. Sebagai nasabah harus mengerti keadaan kemampuan keuangannya sendiri 

saat ingin mengajukan permohonan kredit pada bank. 

4. Bank harus mempertimbangkan untuk memilih pejabat-pejabat yang 

memang kompeten dan bertanggung jawab untuk terlibat dalam kegiatan 

perkreditan bank. 
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